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Menimbang a. bahwa pembangunan permukiman baru dan 
padatnya bangunan di kawasan perkotaan serta 
peningkatan aktifitas perkotaan mengakibatkan 
peningkatan jumlah clan jenis air limbah; 

b. bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan cara 
tanki septik yang· tidak memenuhi standar teknis dan 
standar baku mutu air limbah domestik, 
mengakibatkan akumul:asi bahan pencemar air tanah 
dan air permukaan·; 

c. hahwa untuk memfasilitasi penyaluran dan 
pengelolaan air limbah domestik dan untuk 
mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk 
melindungi fungsi lingkungan hidup perlu peraturan 
pengelolaan air limbah domestik secara baik dan 
benar; 

d. bahwa salah satu upaya perlindungan terhadap 
fungsi lingkungan hidup, khususnya dampak dari air 
limbah domestik, perlu pengaturan mengenai 
pengelolaan air limbah domestik; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /M/2008 
tentang Kebijakan clan Strategi Nasional 
Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Permukiman, dalam hal Daerah belum mempunyai 
pengaturan sistem pengelolaan air limbah, ketentuan 
dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air 
limbah perrm Ilciman di daerah perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d 
dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; 
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Ba.tang Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam I.inglnJDtJln Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tamhahsn Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembanm Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tent.ang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahwi 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4247}; 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Pcnataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725}; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pertindungan dan Pengelolaan Lingk:ungan Hidup 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesebatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063}; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumaban dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tam.ha.ban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn.or 5188); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Da.erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubeh bebcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang ~bahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Ncgara. Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambehan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan ~tah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air (Lemb&ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

l l. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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RABI 
KETENnlAN UMUM 

Pasa1 1 

Oalam peraturan dacrah ini yang dimaksud dcngan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Datang. 
2. Bupa.ti adalah Bupati Batang 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintaban Dacrah yang memimpin pe]aksanaan urnsan 
pemerintahan yang menjadi k.ewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adaJah unsur pembantu Bupa.ti dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahao yang menjadi kewenangan 
Daerah, 

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH 1ENTANG PENGELOLAAN AIR 
LIMBAH DOMESTIK. 

MEMUTUSKAN: 

Denga.n Persetqjuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

dan 
BUPATI BATANG 

Nomor 112, Tambahan Lembat'an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4761); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Sistem Penyediaan Air Minum. {Lcmbaran 
Negara Republik. lndonesia Tahun 2015 Nomor 345, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5802); 

13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Kerjassma Pemerintah Dengan Badsn Usaha Da1am 
Penyediaan lnfnlStruktut (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahon 2015 Nomor 62); 

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah 
Domestik; 

15. Peraturan Menteri Pe.lrerjaan Umum Nomor 
16/P«f/Ml2008 tentang Kcbijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan Sistem Pen.ge)olaan Air 
Limbah Pe1malriman; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
Ol/PR'f/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pekerjaan Umum. dan Penataan Ruang; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Bangunan Gedlmg (Lemberan Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Ba.tang Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Da.erah Kabupaten BatangTahun 2011. Nomor 7); 



5. Air limbab domestik adaJah air limbah yang berasal dari usaha 
dan/atau kegiatan pemulriman, nunah makan, perkantoran, 
perniagaan, apartemen, dan asrama. 

6. Sistem penge1oiaan air Jim.bah yang selanjutnya disingka.t SPAL 
merupakao satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air 
limbeh. 

7. Pengo1ahan adalah rangkaum proses dan operasi untuk 
mengurangi kandungan ·pencemar air sehingga mencapai tingkat 
konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aJDan Jika 
dibuang ke media linglnmgan. 

8. Instalssi Pengolah Air Umbeh Domestik yang selanjutnya disingka.t 
IPAL adaJah sanma pengolahan air limbah domestik yang dapat 
menghasllkan ejtuen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan. 

9. Instalasi PengoJahan Lumpur Tinja yang seJanjutnya disingkat IPLT 
adalab instalssi pengolaben air limbah yang didesain hanya 
menerima lumpur tinja me1a1ui mobil atau gerobak tinja (tanpa 
perpipaan). 

10. Lumpur Tinja adala.h limbah cair yang dihasilkan oleh manusia 
(tinja). 

11. Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT 
adalsb suatu penge1oiaan lumpur tinja yang dilakukan secara 
terpadu dimana selurub komponen ope:rasinya (pengumpulan, 
pengolahan dan pemanfaetan lumpur tinja) dapat berjalan denga.n 
baik, benar, dan berkelmtjutan karena didukung oleh prasarana, 
Iembaga, prosedur, aturan dan finansial yang memadai. 

12. Sistem Penyedotan Terjadwa.l adalab penyedotan lumpur tinja yang 
dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwerumg yang 
merupak:an program pemerintah daerah. 

13. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal sdalah penyedotan lumpur tinja 
atas permintaan pelanggan. 

14. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari 
jaringan perpipaan air limbah domcstik terpusat, 

15. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari 
jaringan perpipaan air limbah domestik komunal. 

16. Pengo1ahan pendabuluan adaJab kegiatan untuk memisahkan atau 
mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum 
disalurkan ke sistem terpusat a.tau sistem setempat. 

17. Sistem terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik 
dari prasanma dansarana air limbah permulriman berupa unit 
pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah 
melalui jaringan pcrpiapaan serta unit pengolaban dan 
pembuangan akbir yang melayani skala kawasan> modular, dan 
kota, yang selanjutnya disingkat SPAL-T. 

18. Sistem setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik, 
berupa pembuangan air limbah ska.la individual dan/ atau komunal 
yang unit pengalinm dan pengo1ahan awalnya melalui atau tanpa 

· melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sa.rana 
pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja, 
yang selanjutnya disingkat SPAL-S. 

19. Sistem setempat komunal sdslah sistem setempat yang 
menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan 
perpipaan yang dirnsnfaetkan secara bersama dan kemudian 
dialirkan kc IPAL komunal. 

20. Sistem setempat individual ada1ah sistem setempat yang 
menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual. 
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{3) Tujuan pengelolaan air limbab domestik adalah: 
a. terdalinya pembl,angan air limbah domestik; 
b. terlindungi:nya kualit.as air tanab dan air permukaan; 
c. meni:ngkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup 

s 

BABU 
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASAR.AN 

Pasa.l 2 

( 1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas 
keadilan, kehati-hatian, :manfaat, kclestarian dan berkelanjutan. 

(2) Maksud pengelolaan air limbah domestik adeleb· 
a. mew\ljudkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air 

limbah domestik; 
b. pelestarian lingkungan hidup dengan m.elindungi dan 

meningkatkan kualitas air tanah · dan air permukaan agar 
masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air bersih; 

c. meningkatkan kesadaran clan kepedulian pemerintah, dunia 
usaha dan masyarakat dalarn upaya pelestarian swnber daya 
air. 

21. Septik tank adalah tcmpet pengo)ahan air limbah domestik 
setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangu.nan 
berupa rwmg kedap air bersek.at dan terhubung dengan bidang 
peresap. 

22. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa 
yang menyalurkan air limbah domcstik dari bangu.nan .J>Cnghasil air 
limbah domestik untuk dikumpulkan daJam bak kontrol dan 
dialirkan ke jaringan pipa SCl'Via melalui bak kontrol servis, 

23. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempet permukimsn perlmtaan, pemusatan dan dist:ribusi 
pe)ayanan jasa pemerintaban, pclayanan sosia1 dan kegiatan 
ekonomi. 

24. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 
SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipean untuk mengolah 
air limbah domestiknya sehingga menga.lir kc IPAL. 

25. Pemilik izin sdsJsb masyarakat yang telah memiliki izin 
pemasa.ngan SR. 

26. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang me1iputi Perseroen . Terbatas, Perseroan 
Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk: apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, pcrsekutuan, perkumpulan. yayasan, 
organisasi massa, organwasi sosial politik atau organisasi yang 
scjenisn~ .1embega. bentu.k usaha tctap clan bentuk usaha 
lainnya. 

27. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran ba.tas atau kadar 
unsur pencemar dan/atau jnrnlah unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya daJam air limbah domestik yang akan dibuang atau 
dilepas ke media lingkungan. 

28. Linibah. padat adaJab. kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang 
terbawa da1am air Jim.bah domestik. 
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Bagisn Kesa.tu 
Umum 

Pasal4 

( 1) Penge1olaan air limbah domestik dilaksanakan bersama antara 
pemcrintah dan masyarakat. 

(2) Pengelo1aan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dengan: 
a. sistem terpusat; atau 
b. sistem setempat, yang terdiri dari; 

1. sistem. setempat komtmal; dan 
2. sistem setempat individual. 

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan: 
a. perencamum; 
b. pembangunan; 
c. pengolaban; 
d. pemeliharaan; dan 
e. pemantauan. 

BAB IV 
PENGEWLAAN AIR LIMBAH .DOMESTIK 

BAB ID 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Ruang lingkup pengaturan pengeloJaan ilmbah domestik dalam 
Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. Pengelolaan Air Limbah Domestik; 
b. Tugas dan Wewenang Pemelintah Daerah; 
c. Peran Serta Masyarakat; 
d. .Hak dan Kewajtban; 
e. Larangan; 
f. Pemaofaatan Sistem Pengolahan Air Limbah; 
g. Perizinan; 
h. Pelaksanesn, Pembinaan, dan Pengawasan; 
L Insentif dan Oisinsentif; 
j. Ketjasama dan Kemitraan; 
k. Pembiayaan dan Kompensasi; 
I. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; 
m. Saoksi Administrasi; 
n. Ketentuan Penyidikan; 
p. Ketentuan Pidana; dan 
p. Ketentuan PeralihatL 

khususnya sumber daya air. 
(4) Sasaran pengelolaan air limbah domestik adaJah : 

a. penerapan pembnsngan IPAL untuk menekan tingkat 
pen<:emaran air yang ·sebegian besar berasal dari air limbah 
domestik yang d.t"buang .Ire saluran/badan air penerima; 

b. membatasi haban pena,naran yang ditenggang/ ditoleransi 
masuk ke daJmn air sebe.tas tidak aka.n menyebabkan air 
menjadi eemar, 
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Bagian Ketiga 
Sistem Terpusat 

Paragaraf ··1 
Pembangunan Sistem Terpusat 

Pasal 7 

Pe.mbangunan sarana pengelolaan air limbah domestik $istem terpusat 
dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan. 

Pasal8 

( 1) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari 
mstalasi dan jaringan perpipaan sebagai · bcrikut: 
a. IPAL terpusat; 
b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari 

SR lee IPAL terpusat, meliputi: 
1. jaringan pipa· induk; 
2. jaringan pipa lateral/peng\lJilpul; 
3. jaringan pipa servis; 

c. SR; dan 
d. jaringan pipa penggelontor. 

{2) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik 
dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Pasal6 
( 1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan kota dan Perangkat 

Daerah yang membidangi pengelolaan Air Linibeh menjabarkan 
Rencana Tata Ruang Yrdayah ke bentuk Rencana Induk 
Pengelolaan Air Lim.bah Domcstik. 

(2) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana 
ctimaksud pada ayat (1) menggambarkan kawasan pengelolaan air 
limbah perpipaan yang terpusat, kawasan pengeloJaan air limbah 
komunal, kawasan semi komunal dan lea.was.an indmdual. 

Pasal 5 

( 1) Pem.erintah Daerah dalmn rangka pelaksanaan pengelolaan air 
limbah domestik sesuai dcngan Rcncana. Pemba.ngunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMDt> Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) 
tahunan, Rencana. Kerja Pem.erintah Daerah (RKPD) dan Rencana 
Kerja (Renja) tahunan ·lnstansi. 

(2) Rencana pengelolaan air Jim.bah domestik sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I), paling sedikit memuat 
a. target penyediaan sarana dan prasarana pengclolaan air limbah 

domestik mulai dari IPAL Jmmunal sampai IPAL terpusat; 
b, po1a ~bangan kerjasama daerah, kemitraan dan 

partisipasi masyarakat; 
c. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh 

Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan 
d. rencana pengcmbangan dan pemanfaatan teknologi yang ram.ah 

linglrungan dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan air limbah 
domestik. 

BagumKedua 
PC!eucanaan 



(1) Pcmelibaraan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pemelibaraan jaringan perpipean scbagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan dengan cara: 
a. pemcriksaan jaringan; 
b, penggelontoran; 
c, pelumpu.ran; dan/atau 
d. penggantian komponen. 

(3) Pemelibaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dcngan mempertimbangkan kondisi: 
a. air Umbah domestik: yang masuk ke jaringan; dan 
b. jaringan perpipesn 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan 
jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Bupa.ti. 

Paragraf 4 
Pemantauan Sistem Terpusat 

Pasa112 
(1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat. 
(2) Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui: 
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Paragraf3 
Pemclibaraan Sistem Terpusat 

Pasal 11 

(3) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pelaksanaan pembangunan 
sarana penge}()Jaan air limbah diatur dengan Petaturan Bupati. 

P88al 9 
Sarena pengelalaan air )jmbeh domestik dengan sistem terpusat 
dibangun dengan memperhatilam aspek kemiringan lahan. 

Paragraf 2 
Pengolahan Sistem Terpusat 

Pasal 10 
(1) Pengolaba.n air limbah domestik dengan sistem terpusat 

dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jarmgan 
perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 8 ayat ( 1). 

(2) PengoJahan air limbah domestik sehagaimana dimaksud pad.a ayat 
( 1) harus meJalui pengolaba.n pendahuluan sebelum masuk 
jaringan sistem terpusat bagi air limbe.h domestik yang 
mengandnng: 
a. lemak; 
b. limbeh padat; dan/ atau 
c. zat ldmia. 

(3) Pengolaba.n pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan wajib menycdiakan bak perangkap sesuai jenis 
air limbah domestik yang disalurlam. 

{4) Fasilitas pengoJaban pendahuluan disediaka.n oleh masyarakat. 
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Paragraf2 
Pengolahan Sistcm Setempat· Komunal 

Pasal 17 
(1) Pengo)abao air Jim.heh domestik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 dilak.sanakan. dengan .pemanfaatan instalasi dan jaringan 
perpipaa:n sebagairoana dimaksud dalam Pasal 15 ayat [I]. 

(2) Pengolaban air Jirnbah domestik sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) harus melalui .pengDl.ahan pendabuluan sebelum masuk 
jaringan· sistem terpusat bagi air limbah·yang mengandung:· 
a. lemak; 
b. limbah pad.at; dan/atau 
c. zat kimia. 

Bagian Kelima 
Sistcm Sete:mpat Komunal 

Paragraf 1 
Pem.bangunan Sistem Setempat Komunal 

Pasal 14 

Pembangunan · sarana penge)oJaan air limbah domestik dengan sistem 
setempat komunal dilakukan pada kawa.san yang tidak terjangkau 
jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi. 

Pasal 15 
(1) Sarana pengelola.an air limbah · domestik dengan sistem setempat 

komunal terdiri dari instalasi dan jaringa.n perpipaan sebagai 
berikut: 
a. IPAL komunal; 
b. jaringan perpipean; dan 
c, SR. 

(2) Penyediaan sarana pengeJoJaan air Jimbeh domestik dengan sistem 
setempa.t komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. 

(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik 
diatur dengan Peratunm Bupati 

Pasal 16 
Sarana pengelolaan air limbah domestik. dengan sistem setempat 
komunal dibangun dengan memperhatikan aspek Imndisi lingkungan. 

Bagian K.eempa.t 
Sistem Setempat 

Pasal 13 
Pengelolaan air· limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan 
pada · kawasan yang tidak tcrlayani pengelolaan air limbah domestik 
sistem terpusat. 

a. keandalan jaringan; dan 
b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan 

perpipaan. 



Bagian Ke Enrun Lima 
Sistem Setempat Individual 

Paragraf l 
Pembangunan Sistcm Setempat Individual 

Pasa122 
Pembangunan sarana pengelrilaan air fimbab domestik dengan sistem. 
setempar individwil dilakukan pada kawasan yang tidak terj.angkau 
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Paragraf 4 
Pemantauan Sistcm· Setempat Kmnunal 

Pasal 21 

( 1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung. jawab 
Pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pemantauan sistem setempat komunal. dilaksanakan untuk 
mengetahui:. 
a. -Jcualitas air limbah domestik yang masuk Jee IPAL; 
b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari .IPAL; 
c. kualitas air tanab di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau 
d. keandalan sistem setempat komunal. 

(3) Ketentuan lehih lanjut mengenai pemantauan sistem setempat 
komunal diatur dengan Peratu.ran Bupati. 

Hasil pengolahan air limhah domestik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 yang telah memenuhi be.ku mutu air limbah domestik sesuai. 
dengan k.etentuan yang bedaku. dapat cbbuang ke media lingkungan. 

Paragraf3 
Pemeliharaan Sistem Setempat Komunal 

Pasal 20 
(l) .Peme1ih.araan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab 

pemerintah dan m~t. 
(2) Pemeliharaan sehagaimana dimaksud pada - ayat ( I] dilakukan 

dengan cam; 
a. pemeriksaan fis.ik jaringan dan IPAL; 
b. penggclontoran; 
c. pelumpuran; 
d. penycdotan endapan lumpur tinja; dan/ atau 
e. penggantian komponen. 

(3) Ketentua:n lebih Janjut mengenai pemeliharaan sistem setempat 
komunal diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal 18 

( 1) Pengolahan pcndahuluan dilalrukan. sebelum air. limbah domestik 
disalurkan ke dalam sistem aetempat kom.unal. 

{2) Pengolaban pcndahuluan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan wajib menyedjakan bak perangkap sesuai jenis 
air limhah domestik yang disalurkan. 

(3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat. 

Pasal 19 
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Paragmf3 
Pemeliharaan· SistemSetempat· Individnal 

Pa.sal27 

(1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggungjawab 
masyarakat. 

(2) Pemeliharaao sehegeimsna dimaksud pada ayat [I] · dilaknkan 
dengan penyedotan endapan lumpur tinja. 

Pasal.26 

( l) Pengolaban · pendahuluan dilakttkan sebelum air limbah domestik 
disalurkan ke dalam sistem setempat individual. 

(2) Pengolahan pendahuluan sehsgaimana dimaksud pada ayat (1) 
dCDWJD. wajib men.yecliakan bak penmgkap sesuaijenis air Jimbah 
domestik yang disalurkan. 

Paragraf2 
Pengolahan Sistem Setempat Individual 

Pasal 25 

( 1) PengoJahan .air limbah domestik .dcngan .mcnggunakan sistem 
setempat individual dilaksanakan. dengan pemanfaatan septik _ tank 
dan bidang resapan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 23 ayat 
(1). 

(2) PengoJaban air· limbah domestik ·sebagaimana·· dimaksud pada ayat 
[I] harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk 
jaringan .sistem setempat individual~.bagi air limbah.domes:tik. yang 
mengandung: 
a. lemak; 
b. limbah padat; dan/ atau 
c. mt lcimia. 

Pasa1·24 

Sarana . pengelolaan air linibah domestik dengan sistem setempat 
individual dibangun dengan·memperbatikan aspek lrondisi linglrungan. 

jarmgan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan 
kepadatan penduduk sedang atau rendah. 

Pasal23 
( 1) Sarana pengelolaan sistem · setempat individual terdiri dari instalasi 

. dan jari:ngan perpipaan sebagai berikut: 
a, septik tank;. dan 
b. bidang resapan, 

(2). Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual 
dil1;1ksanakan oleh :masyarakat. 

{3) · Bidang percsap scbagaimana dimsksud pada ayat '(l) huruf b 
berupa sa1uran dan/ atau ·sumur yang dapat meresapkan basil 
keluanm septik tank ke dalam tanah melalui .penyaring sesuai 
stander .telrnis. 
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BABV 
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHDAERAH 

Begian .Kesatu 
Tugas Pemerintah Daerab 

Pasal 29 
( 1) Pemerintah · Daerah bertugas menjamin ·terselenggarannya 

pengelolaan air limbah domestik yang baik dan . -berwawasan 
linglrungan. 

{2) Tugas sebagaimana dimaksuddaJam pada ayat (1) meliputi: 
a. menumbuhlrembangkan dan meningkatkan. kesadaran 

masyarakatdalam pengelolaan air'limbah domestik; 
b. mela1rukan peneli~ pengeuibangan teknologi pengurangan 

dan ·penanganan air··Jimbah domestik; 
c. ~ mengembangkan dan melaksanakan upaya 

pengurangan dan penanganan air limbahdomestik; 
d. melaksanakan penge1oJaan air limbah domestik dan 

memfa,sititasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air 
limbab dmnestik; 

e. memfasilitasi penerapan 1:elmologi spesi:fik Iokal· yang 
berkembang pada· maayarakat setempat untuk ·mengurangi dan 
menangani air limbah domestik;·· dan 

f. melakukan koordinasi antar Jembaga pemcrintah, masyarakat 
. dan dunia usahs agar t.enlapat keterpaduan dalam pengelolaan 
air' limbah domestik. 

(3) Pemerintah Daerah wajtl> memfa.silitasi dan menyedia:kan jasa 
dan/ atau t.empat pengolaban limbah domestik, yang ·meliputi : 
a. menyediakan jasa pelayanan pengumpulan dan pengolahan air 

limbah.domestik; 
b. basil. pe~pulan dan. pengolahan air limbah domestik berupa 

lumpur tinja wajib diolah Janprmg Ire Instalasi ~lahan 
Lumpur Tittja (IPLT)· dan/atau lnstaJasi Pengolahan Mr-Limbah 
{IPAL}; 

c. meuyediakan lnstalasi ~Jahan Lumpur Tinja (IPL1'). untuk 
pengolahan sluge lanjutan dari basil pengumpulan lumpur 
septik tank; 

d. memberikan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik 
atas permintaan pemilik bangunan dan./ atau·mroah··tinggal. 

Pasal28 
(1) Pemantauan sistem setempe:t .individual ·menjadi · tanggung · jawab 

. masyarakat:. 
(2) Peniantauan · sistem: · setempat individual diJaksanalcan · · untuk 

·mengetahui kondisi ·kualitas air tanah di sekitar instalasi dan 
jaringan.perptpaan. 

Paragraf4 
.Pemantauan Sistem. Setempat Individual 



(2) Setiap orang yang mcngctahui_ menduga dan/ atau menderita · 
kerugian ala."bat terjadinya pembuangan air limbah .·domestik yang 
tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan 
pengaduan kepada pemerintah daerah me1alui Perangkat Daerah. 

BAB VD 
HAK DAN KEWAJlBAN 

Pasal 33 
(1) Setiap. orang atau hedan dslsm pengelolaan air limbah. domestik 

berhak: 
a. mendapatk:an pelayanan pengelolaan air limbah domestik; 
b. mendapatkan pembinaan daJam pengelolaan air limbah 

domestik; 
c. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana 
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Bagian Kedua 
Wewenang Pemerintah.Daerah 

Pasal30 

(1) Dalam menyelen.ggarakan pengelolaan air limbah domestik, 
Pemerintah Daerah beJ IICJ tang: 
a. menetapkan lrebijakan dan strategi pengelolaan air limbah 

domestik; 
b. menyelenggamkan pengeJ.olaan air limbah domestik sesuai 

dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang diteta.pkan 
oleh Pemerintah; 

c. me1akukan pembinaan ·dan pengawasan ··kincrja pengelolaan air 
limbah domestik: yang dilalc:sanakan oleh pihak lain; 

d. menetapkan lokasi IPAL terpusat dan IPAL .komunal; 
e. melakukan pemantauan dan evaluasi. secant berka1a setiap 5 

{lima) tabun sekali seJama 20 (dua puluh) tahun tethadap 
t:empat pemrosesan air lirnheh domestik; dan 

f. menyusun dan ·menyelenggaraka sistem tanggap darurat 
pengelolaan air limbehdomestik. 

(2) Penetapan lokasi IPAL terpusat dan IPAL komunal air limbah 
domestik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai 
dengan Rencana Tata Rwmg Wilayah Daerah. 

Pasal31 
( 1) DaJam menyusun kebijakan strategi pengclolaan air Jimbah 

domestik sebegaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, 
harus betpedoman .pada kebijakan dan strategi .nasional ·serta 
kebijakan dan stra.tegi .pmv:insi dalam pengelolaan air limbah 
domestik. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ·kebijakan,dan strategi pengelolaan 
air: Jimhah domestik diatur dengan Peraturan.Bupati. 

BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 32 

( l) Setiap. orang atau badan dape.t berperan. serta dalam pengelo1aan 
air limbah domestik. 



d. menyampaikan 1aporan mengenai proses pembwmgan air 
limbah dan basil anelisisnya paling .sedikit 1 .{satu} kali dalam 3 
(tiga)c bulan serta menjamin kebenaran basil laporan tersebut. 

BABVHI 
l.ARANGAN 

Pasal34 

Setiap orang atau badan.di1amng: 
a. membuang air limbah domestik 1re media lingkungan seeara 

1angsung tanpa pengolahan; 
b. melakulran penyambungan ke daJam jaringan air limbeh domestik 

-t.anpa-izin; 
c. menamhah atau mengubah jaringan. air limbah domestik; 
d. memban§Jll bangunan di atas jaringan air limbah domestik; 
e. ·menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolaban air limbah 

domestik; 
f. membuang·sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda 

yang mudah meJedak: ke dawn jaringan air Jim.bah domestik; 
g, mcmbuang limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air 
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pengembangan pengolaan air limbah domestik; 
d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan 

pengdolaan dan pengolabau air limbah;. 
e. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air 

limbah domestik; 
f. mcmbentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik; dan 
g. mendapatkan informasi pengelolaan air Jim.bah domestik. 
h. mclaporkan kepada pihak yang berwajib tcrkait dengan adanya 

pengelolaan dan atau pengolahan air Jimhah yang tidak sesuai 
ketentuan dan at.au terjadinya penccmaran linglrungan dari basil 
pembuangan air limbah. 

(2) Setiap orang dalam pengelolaan air limbah.domestik betkewajiban: 
.a, _melak\lkan pengolahan. air limb&h domestik sebingga .mutu air 

limbah yang dibuang ke linglrungan tidak melampaui -baku mutu 
air limbah domestik yang telah ditetapkan · oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang 
tertutupdan kedap .air; 

c. membuat bak kontrol untuk memudabkan pengambilan contoh 
air limbah domestik; dan 

d, mentaati lretcntuan teknis sistem pengdolaan .air limbah 
· domestik; dan 

e, memelibarajaringan pengelolaan air limbah domestik. 
(3) Setiap Badan sebagai pe1a)m dan/ atau penanggung jawab usaha 

dan/atau ·kegiatan berkewajloan: 
a. memeriksakan kualitas air limbah paling scdikit I {satu} kali 

setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan 
dissmpeikan kepada Bupa1i melalui.Perangkat Daerah.. 

b. memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah 
yang bertanggung jawab di· bidang pengeloJsan air limbeh untuk 
memasuJd linglrungan kerja perusahaannya dan membantu 
terlaksananya kegiatan petugas tersebut. 

c. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan 
maupun tertnlis, apabila.diminta ole:h petugas. 



Pasal38 
(1) Pemaofaatan jaringan pengolaban air limbah domestik dengan 

sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang 
berlaku chtlam Pcraturan Daerah ini 

{2) Pernenfestan jaringan pengnlahan air limbeh dmnest:ik dengan 
sistcm Jmmunal diatur scsua.i dengan sistem dan mekanisme yang 

. berlaku di 1okasi jaringan·sistem komunal. 

BABX 
PERIZINAN 

Bagian Kesatu 
Kewajiban lzin 

Pa.sal 39 
(l) ·Setiap orang atau bada:o ·yang me1akukan pemanfaatan pcngolahan 

air Jimbah domestik dengan sistem. terpusat sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat {l) wajtl> memiliki izin dari Kepala Perangkat 
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(2) Penyambungan SR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilalrsanskan sesuai dengan ketentuan. te1nris instalasi. den jsringan. 
perpipaan. 

Pasal37 

(1) PemanfilatBn pengolsban air timhab domestik. .sebegaimana 
dima:ksud dalam .Pasal 35 ayat (l} dilaksanakan dengan 
penyambungan SR. 

Pasal 36 
Kewajiban sebegaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat tidak 
dilakukan apabila orang atau ba<lan tclah mcJaksanakan kegiatan 
pengo)ahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang 
undangan. 

BAB IX 
PEMANFAATAN SISIEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH 

Pasal 35 

{ 1) "Setiap, orang atau badan yang lokasi kegietan. terja:ngkau: jaringan. 
_perpipaan· sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air 
limbah dnmestik dengan sistem terpusat melalui ~ SR 
ke jaringan perpipaan. 

(2) Sctiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau 
sistcm terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah 
domest:ik dengan sistem setempat komunal melalui penyambungJm 
SR ke IPAL komunal. 

(3) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau 
sistem terpasat, den tidak terjangkau sistem setempat komunal 
waj.t"b melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem 
setempat indiv:idusl. 

limbah domestik. 
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BAB XI 
PELAKSANAAN~ PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN 

Pasal43 

(1) ]>elaksanaan, pembioaan dan pengawa.san penye)enggaraan 
penge1olaan air limbah·.domestik dilaJrukan .. oJeh Perangkat -. Daerah. 

(2) Keteutuau lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinean, dan 
pengawaaan penyelenggaraan penge1olaan air limbah domestik 
diat.ur- dengan Peratumn.Bupati. 

BABXII 
INSEN11F DAN DISINSENTIF 

Pasal44 

( 1) Pemerintah Daerab dapat memberikan iosentif kepada. lembega dan 
badan usaha yang meJalrnkan: 
a. inovesi terbaik dslam.pengelolaan air·limbah domestik;.. 
b. pelaporan atas pc)anggaran terhadap laranpn; 
c, pengumngan timbulan air·Hmbah domestik; dan/ atau 
d. tertib penanganan ·air limbah domestik. 

(2) Pemerintab Daerah dapet memberikan insenfif kepada 
perseorangan yang melakukan: 

Bagien Kcdua 
Masa· Bedaku lzin 

Pasal 40 

Izin pemasangan SR sebagairnena dimak8ud dalam Pasal 39 ayat (2) 
berlaku sehuna pengguna J:DMib memanfa.atkan jaringan sistem 
pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat. 

Pasal41 

(1) Setiap .izin pemasangan SR berlaku untuk l (satu) lokasi. dan 1 
(satut pengguna. 

(2) Izin pemasangan SR tidak dapat dipindahtangankan. 

Bagian Ketiga 
Sistem dan Prosedur 

Pasal42 

(1) Pennohonan izin sebapimana dimaksud dalam Pasal 39 
disarnpaikan sccara ·tertulis .kepada Kepala Perangkat Daerah 
dengan dilengkapi persyara.tan administrasi. 

(2) Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah ·benrenang untuk 
menolak permohonan izin yang diajukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian 
mn matur dengan Peraturan Bnpati, 

Daerah.. 
(2) 1zin .pemanfaatan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud 

pada ayat { 1) berupe izin.pemasangan SR~ 
(3) Pemberian izin schapirnana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dikcnakan biaya. 
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Pasal47 

( 1) Disinsentif kepada lembaga dan perseoran,;m ·sebagaimana 
diroaksud dawn PasaI 45 dapet bcrupa: 
a. .penghentian submdi; dan/ atau 
b. denda daJarn bentukuang/barang/jasa. 

(2) Disinscntif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud. dalam 
Pasal 45 dapat berupa: 
a. penghentian suhsidi; 
b. pengben:tiao pengurangan pejak daerah dan retribusi daerah; 

dan/atau 
c. ·denda da1am bentuk uang/barang/jasa 

Pasal48 

(1) Bupati melakukan peni1aian kepada peraeorangan, lembaga, dan 
badan usaha terhadap: 
a. .inovasi pengelolaan air limbBh.domestik; 
b. pelaporan atas pelanggaran tcrbadap 1arangan; 
c. tertib penanganan air limbah domestik; 
d, pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau 
e. pelanggaran tertib penanganan air limbah domestik. 

(2) DaJam melakukan. pemlaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
dibentuk: Tim Penilai dengan keputusan BupatL 

Pasal49 

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
44 dan Pasal 45 disesuaikan dengan kemampuan keuangan clan 
kearifan lokal. 

a. inovasi tcrbaik dalam pengcloJaan air limbah domestik; 
dan/atau 

b, pelaporan atas peJanggaran terhadap larangan.. 

·Pasal45 
Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga. bad.an 
usaha den pe1seonmganyang melakukao· 
a. pelanggaran terhadap Janmgan; dan/atau 
b. peJanggaran tertib penangmvm air limbah domestik.. 

Pasal 46 

{ 1) lnsentif kepada Jembaga dan perseorangan sebagai:mana. ttimaksud 
dalain Pasal 44 ayat (]J dan ayat {2) dapat berupa: 
a. pemberian pengbamgaan; dan/atau 
b. pemberian subsidi 

(2) InsenttT kepada badan usaba sehagaimana dimaksud daiam Pasa1 
44 ayat (1) dapat berupa: 
a. pembetiim pengharagaan; 
b. · pemberian kemudaban perizinan daJam ·pengelolaan air Jimbah 

domestik; 
c. ·.pengurangan ·pajak· daer.ah dan rdribusi daerah dalam·· kwun 

waktu tertentu; 
d. penyertaan modal daerah; dan/atau 
e. pemberian subsidi 



BAB XIV 
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 

Pasal.53 

{l) Pemerintab Daerah wajib ·membiayai penyclcnggaraan pengelolaan 
air limbah domestik. 

(2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat {1) meliputi: 

.a, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 
b. Angganm Pendapatan dan Bc1anja Daerah (APBD 

Provinsi/Kabupaten}; dan/ atau 
c, Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, 

(3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh PelaoBkat Daerah. 

Pasal 54 
( l) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai 

akilJe.t dampek negatif yang ditimbullam oleh penanganan air 

18 

Pasal 52 

ll) Pemerintah Daerah dapat betmitra dengan badan usaha dalam 
pengeloJaao air limbah domestik. 

(2) Lingkup keJDitraan_ sebagaimana. dimaksud pada ayat [I] antara 
lain: 
a. ·,penarikan retribusi pelayanan air limbah domestik; 
b. penyatiaan/pembangunan IPAL serta sanma dan prasarana 

pendukungnya; 
c. pengangkutan air limbah domestik dari IPAL; 
d. pcngelo1aan air limbah domestik; dan/ atau 
e. pengelolaan produk nlaban Jainnya. 

(3} Pelaksanaan kerja sama antar daerab dan kemitraan dengan badan 
usaha chlakuksn sesuai dengan lretentuan peraturan perundang 
undangan. 

BAB XIII· 
KERJASAMA DAN- KE.MITRAAN 

Pasal 50 
Pemerintah Daerah dapat mela1rukan kerja sama antar pemerintah 
daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam 
pengelolaan airlimbah domestik. 

PasalSl 

(l) Kerja sama sebegaimana dimaksud daJam Pasal 50 dapat 
meh"batkan dua atau lebih kabupaten/kota_ 

{2) Lmgkup kerja sama bidang pengelolaan air limbah domestik 
mencakup: 
a.. · peny.ediaan/pembangunan IPAL: 
b. sarana -dan prasanmaIPAL: 
c. pengangkutan air limbah domestik dari IPAL: 
d. pengelolaan IPAL: dan/atau 
e. pengolaban air 1imbah domestik menjadi produk lainnya .. yang 

ramab lingkungan. 
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Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

Pasal 57 

( 1) Penyelesaian sengketa di luar penga.dilan dilakukan dengan mcdiasi, 
negoisasi; arbitrase, atau pilihan Jain dari para pihak yang. 
bersengketa. 

~2) Apabila dalarn penyeJessian sengketa di luar pengadilan 
sebagairoana dimaksud pada ayat (l} tidak: tercapai kesepek.atan, 
para pibakyang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan. 

Pasal 56 

[I] Sengketa yang dapat timbul dari pengeloJaan air limbah domestik 
terdiri atas: 
a. sengkWl an.tam Pemerintah Daerah dan pen.gelola air limbah 

domestik; 
b. sengketa antara pen.gelo)a air Iimbah. domestik: dan masyarakat; 

dan. 
c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. 

(2) PenyeJesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dila.ku1am melalui penyelessiao di luar pengadilan ataupun melalui 
pengadilalL 

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [I] dan 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

BAB XV 
MEKANISME PENGADU.AN DAN PENYEIESAIAN SENGKETA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 55 
Tata cara pemberian kompensasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
64 ayat (2) sebagai berikut 
a. pcngajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah; 
b. Pemerint.ah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan 

dan dampak negatif pengelolaan air limbah domestik; 
c. menetapkan bentuk kompemrasi yang diberikan berdasarkan basil 

investigasi•dan basil kajian. 

limbah domestik di tempat pemrosesan. 
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat fl) berupa: 

a. relokasi; 
b. pemuliban lingkungan; 
c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/ atau 
d. ganti rugi. 



BAB XVI 
SANKS.I ADMINISTRASI 

Pasal 61 
(1} Setiap orang ata.u baden yang tidak memenuhi ketentuan 

sebegaimana. dimaksud da1am Pasal 34. Pa.sal 35, dan Pasal 39 ayat 
(1)7 dikenakan senksi administrasi. 

(2) Sanksi administrasi diJcmakan bagi setiap orang atau badan yang 
belum memililri izin atau tclah memililri izin yang melanggar 
ketentuan yang berlaku, antara Jain: 
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Pasal 60 
( 1) Organisasi pemerhati air limbah domestik berhak mcngajukan 

gugatan kepada ·Bupati untuk kepentingan pengelo1aan air limbah 
domestik yang aman bagi kcschatan masyarakat dan lingkungan. 

(2) Hak mengajukan gugatan aebegaimana dimak:sud pe.da. ayat (1) 
terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali 
biaya atau pengeluaran riil. 

(3) Organisasi pemerhati air limbah domestik yang berhsk mengejukan 
gugatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi 
persyaratan: 
a. berbentuk badan .hukum; 
b ... mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan air limbah 

domestik; dan 
c. telah melakukan kegia.tan nya.ta paling sedilrit 1 (satu) tahun 

sesuai dengan anggaran dasamya. 

Bagi,m Kecmpat 
HakGugat 

Pasal 59 
( 1) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan meJawan hukum di 

bidang pengeJolaau air limbeh domestik berhak mengajukan 
gugatan secara langsung atau melalui peiwakilan kelompok kepada 

.Bupati dan/atau kepada pelaku usaba 
(2) Bupa.ti berhak mengajukan gugatan secara 1angsung atau melalui 

perwakilan kepada pelaku usaba yang tidak metaksanakan 
kewajiban datam penyelengpraan pengelolaan atrlimbeh domestik. 

Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan 

Pa.sal 58 
(1) Penyelesaian sengketa pengelolaan air limbah domestik di dalem 

pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. 
(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mensyaratkan penggugat membukt:ikan unsur-unsur 
kesalahan, kerugian, dan hubungan scbab akibat antara pcrbuatan 
dan · kerugian yang ditimbulkan. 

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum scbagaimana 
dimaksnd peda ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dsn/ atau 
tindakan tertentu. 
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BAB XIX 
KETENTIJAN PERALIHAN 

Pasal64 

(1) Setiap orang dan/atau Bedan Usaha yang telab melakukan 
pengelolaan air limbah domestik sebelum berlakunya Peraturan 

.Daerah ini wajl"b wajib mengajukan izin piling singkat l .. (sabi} tahun 
sejak tanrgal diWldangkan Peratman Daerah ini. 

f2) Ketentuan yang mengatur tentang pengoJahan air limb&h domestik 
yang telah ada sebelum.nya se1ama tidak bertentangan dengan 
peraturan daerah ini dinyatakan· tetap berlaku. 

Pasal63 

(1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin pemasangan SR 
sehagaimana dimaksud daJsm Pasal 39 ayat {l) diancam pidana 
kw"ungan. paling lama 6 (enam). buJan atau dcnda paling banyak Rp 
50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 

(2) Tind.ak pidana· sebagaimana dimaksud dalam ayat {l) adalah 
pelanggaran. 

BABXVIIl 
KETENTUAN J>fDANA 

BAB XVII 
KETENruAN PENYIDIKAN 

~62 

( 1) Pejabat Pegawai Negcri Sipil tertentu di lingkungan Pemcrintah 
Daerah diberi wewenang khusus sehagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini sehagaim:ans dimaksud de)am undang 
undang hukum acara pidana. 

(2) Wewenang penyidik sehagaimana dimaksud pada ·ayat (I} adalah 
menerima Japoran atau pengaduan dari seseorang mengenai 
adanya tindak pidana atas pelanggaran: peraturan daerah. 

(3) Penyidik sebagaunana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampeiJran basil penyidikannya· 
kepada penuntut umum meJalui penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik . Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang hukum acara pidana. 

a. peringatan. tertulis; 
b. pembekuan sementara izin; 
c. pencabutan izin; 
d. pcnyegelan; 
e. penutupan sementara SR; 
f. pen:utupan SR. 

(3) Ketentnan 1ebih lanjut mengenai tam cara dan tahapan penerapan 
sanksi administrasi sehagaunana dimaksud pada ayat (l} diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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MB.XX 
KETENnJAN PENl1l'UP 

Pasal 65 



Air sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, 
hewan, maupun tumbuhan ·merupekan kanmia Tuhan yang tidak 
terbatas .... DaJam.·ehidupan sehari-hari manusia .menggunakan air 
untuk berbagai keperluan.. Air mampu melarutkan garam allcali, 
garam transisi, dan bebei'.apa senyawa karbon yang ada di .tanah 
karena. air merupekan. pelarut yang ·baik... Air dinyatakan teroemar 
apabila terdapat ganguan terhadap kualitas air .sehingga--. air 
tersebut tidak·dapat digunakan sesuai tujuan peruntnksnnya 

Air 'tereemar mernpakan air yang telah dimasuki makhluk 
hidup_ ... (mikro orpnisme}, -~ -atau energi.akll>at kegiatan manusia 
sehingga kuatita.s .. air tunm sampei· ... ke tmgket tertentu: yang 

.menyebabkan air tidak- berfungsi sesuai dengan .peruntukannya, 
yaitu:· 
a. kelas satu, air yang penmtukannya dapat digunakan unfuk air 

baku air minum, dan/atau penmtukan lain yan.g mensyaratkan 
mutu air yang sama denpn: lre,gunaan tersebnt; 

b. kelas dua. air yang penmtukannya dapat digunakan· untuk 
saran&· prasarana- rekreasi air. pembudidayaan ikan, air tawar, 
petemakao, air untuk. mengairi -~- dan/atau 
peruntukan Jain ·yang_ -mempersyaratkan mutu .air yang sama. 

·dengan kegunaan tersebut; 
c. keJas ~- air yang ·penmtukannya ·dapat ··digunakan untuk 

pembudidayaan · ikan -air tawar. -- air untuk mengairi 
pertanaman •. dan .atau -- lain_ yang mempersyaratkan 

.mutu air .yang. sama dengan. kegunaan tersebut; 
d .. kelas empat, air yang peruntultannya- da.pat digunakan unruk 

·mengairi· . pertanaman dan/atau _penmtukan . Jain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan ·.kegun.aan 
ten;ebuL 

Peneemaran -: terjadi .bila. dalam .lingkungan terdapat bahan 
yang .menye.babkan t:imbulnya. _perubahan _yang tidak .cfihampkan, 
baik. yang bersifat ~ kimiawi maupun biologis sebingga 
mengpnggu keaehatan, eksistensi dan aktivitas manusia serta 
orgaoisme Jainnya. Pembnanpn air Jim.bah domestik) secara 

.langsung/tanpa terlebib dabiJlu ~diolah akan ·membahaya)mn 
kesehatan. mamisia, dan ·merusak lingkungan. 

Pemerintah. Daenlh· melabanakan -- 'limbah eair 
dalam rangka - kabupaten yang sehat dan melindungi 
serta meningkatkan kualitaa air tanah dan air · pmnnkaan agar 
dapat -memenuhi kebutuhan air bersih, melestarikan. :lingkungan 
hidup~ dan. meningkatkan .·.kesadaran dan ·kepedUlian-dunia usaha 
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I. UMUM 

. _PENJELASAN 
ATAS 

PERATURA.N-·DAERAH KABUPATEN· BATANG 

NOMOR TAHON 2016 

. TENTANG 
PENGELOI.AAN.AIR'.LIMBAH DOMESTIK. 

santoso
Typewritten text
7



Yang dimaksud dengan •jaringan pipa 
~ yaitu sistem .perpipaan yang 
berfungsi untuk menggelontor kotoran yang 
menyumb&t jaringan. 

·Pembangunan sa.rana pengelolaan air. limbah. dapat 
dilaksanakan oleh Pemerintah~ ·Pemerintah Daerah, 
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Ayat (2) 

Hurufd 
Cukup jc]as. 

Hurufc 

Yang dimaksud dengan •jaringan pipa servis" yaitu 
jaringan pexpipaan yang menerima air funbah 
domestik dari SR dan mengalirkannya ke pipa 
lateral. 

Angka3 

Yang dimaksud dcngan jaringan pipa induk' yaitu 
jaringan perpipaan yang menerima air limbah 
domestik dari pipa lateral dan mengalirkannya ke 
IPAL tcrpusat. 

Yang dimaksud dengan •jaringan pipa 
fateral/pengumpul' yaitu jaringan perpipaan yang 
menerima air Jim.bah domestik dari pipa servis dan 
mengaJirlamnya Ire pipa induk. 

Angka2 

Angka I 

Yang dimsksud dengan a_jaringan perpipaan" yaitu 
jaringan yang tentiri atas beberapa ppa yang saling 
herhubungan dan didalamnya terdapat bak lmntrol 
atau manhole. 

Hurufb 
Cukup jelas, 

Pasal8 
Ayat(l} 

Hurufa 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 

PasalS 

Pasa16 

Cukup jelas. 

CUkup jelas. 

Cukupjelas. 

Pasal4 

Pasa13 
·Cukupjelas. 

Pasal 2 
·Cuknp jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

bersama masyarakat .untuk berpartisipasi · dalam upaya pclcstarian 
lingkungan hi<hlp. 

Atas desar pertimbanpn dimaksud perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Ba.tang tentang Pcngelolaan Air 
Lim.bah Domestik. 



Yang dimaksud dengan "pelumpuran" yaitu 
pengambilan endapan berupa lumpur pada bak 
kontml dan jaringan perpipaan dengan 
pengambilan seca.ra manual atau dengan 

2S 

a. Yang di:maksud dengan "'penggelontoran• yaitu 
kegiatan mengalirkan air dalsm jumlah tertentu 
untulc membersibkan jaringan perpipaan dari 
kotomn atau sampah yang menyumbat. 

b. ·Penggelontoran dilakukan dengan 
memanfttatkao jaringan penggelontor yang ada 
dan/atau manual .menggunakan tanki 
penggdontor. 

Pemeriksaan jaringan dilalcvmakan antara lain 
dengan pemeriksaan· pada fisik jaringan perpipaan 
dan bak mutrol. 

Cukupjelas. 

Cukup jelas, 

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu .sisa: basil 
kegiatan yang terikut dalarn air limbah domestik, 
antara Jain kJor dan kaporit. 

a. Bak perangkap dilengkepi dengan .penyaring 
sampah yang digunakan untuk menangkap 
pa.sir dan .lemak. 

b. Pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di 
bawah perkerasan permanen dan harus 

.memi1i1ri tcrnpet pengamhilan sampling. 

Culrup jelas. 

Cukup jelas, 

Cukupjelas. 

Yang dimaksud dengan aspek ~ lahan" 
yaitu kondisi aJam yang memungkinkan air limbah 
domestik. dalam jaringan. perpipaan menga1ir secara 

.gravitasi atau dengan pcmbuatan jaringan yang 
memenuhi standar kemiringan antara 0,5% [nol 
koma lima peraen) sampai dengan 1% (satu 
persen). 

dan masyarakat sesuai dengan kewenangann~ 

Culmpjelas. 

Hurufe 

Hurufb 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Huruf a 

Ayat (4) 

Ayat(3) 

Hurufc 

Hurufb 

Pasa110 
Ayat(lJ 

Ayat (2} 
·uunna 

Pasal 9 

Ayat(3) 



CUkup jelas .. 

Cukupjdas. 

Yang dimak.sud dengan a.spelt -Jwndisi. ·liDgkungan" 
yaitu lolmsi tidak dapat memperoleh akses atas 
pelayanan da.ri jaringan perpipaan sistem terpusat. 
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. Cukup jelae, 

Cukupjelas. 

Yang dimaksud d.engan iarmgan perpipaan" yaitu 
jaringan yang ten:liri atas beberapa pipa.yang saling 
berhub11:ngan dan dida)amnya · terdapat bak: !control 
yang. menerima air limba.h. domestik dari. pipa SR 
clan mengalirkannya ke · IPAL komrmal. 

a. Yang ·. dimaksud dengan 41tepadatan penduduk 
tinggi... yaitu wilayah dengan ,kepadatan 
penduduk: lebih dari 100 (seratu~) orang .per 
hektar; 

b. ·Metcx1e pengoJaban air: linibah domestik 
·domestik d.engan ··sistem setempat komunal 
dapat .menggnnakan jenis telmologi·antma Jain: 
1. IPALKomunal; 
2. IPAL Komw1al dengan MCK; 
3. Septik Tank Komunal; 
4. Bio-Digester. 

Cukupjelas. 

Pemantawm keandalan jaringan dilakukan dengan 
pengecelmn lmalitas air tansh di sekitar iastalasi 
danjaringan perpipaan. 

CUkupj~ 

dengan 8pemantauan"' yaitu 
·dilakukan sebagai upaya 

adanya keboconm . jaringan 

Yang dimaksud 
·kegiatan yang 
mengantisipasi 
perpipaan. 

Cukup_jelas. 

Cukup jelas, 

Cukup ]etas.. 

:penyemprotan .air (flashing). 

Ayat (3) 

Pasal 16 

Ayatt2) 

·Hurufc 

Hwufb 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Huruf.a 

Pasal14 

Pa.sal 13 

·Hurufb 

Ayat (2) 
Hurufa 

Ayat (3) 

Ayat-(4), 

Pasal12 
Ayat fl) 

Hurufd 



Yang dimaksud dengan -penyedotan endapan 
· lumpur tmja• yaitu pengambilan endapan lumpur 
tinja secara ··berkala pada IPAL komunal. dengan 
menggunaltan mobil tanJci tinja. 
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Yang cti:maksud dengan -pe1wnpuran• yaitu 
pengambilan endapan bcrupa lumpur .pada bak 
Jmntrol dan jaringan perpipaan dengan 
pengambilan secara manual atau dengan 
penyempmtan air (flashing). 

a. Yang dimaksud dengan •penggelcmtoran• yaitu 
kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu 
untuk membersihkan jaringan perpipaan dari 
kotoran a.tau sampah yang menyumbat. 

b. Penggdontman dilakukan seeara manual 
dengan penyiraman melaluijamban masyarakat 
atau menggunakan tanki penggelontor apabila 
diperh1kan 

Pemeriksaan jarmgan dilaksanakan antara lain 
dengan pemeriksaan pada fisik jaringan ·perpipaan, 
bak kontrol, dan IPAL komunal. 

Cukupjelaa 

a. air ·Jimhah domestik teriebih dahulu disaring 
untulc menangkap sam~. kemudian masuk ke 
daJam bek. ·perangkap. untulc menangkap pasir 
danlernak. 

b. pengolaban pendabuluan tidak boleh berada di 
bawah ··perlrerasan permanen dan harus 
memiliki tempat pengambiJan· san:q,ling. 

Cukup jelas. 

Y$11g dbnaksud. denga.n zat k:imja, yaitu sisa basil 
kegiaten yang terikut dalmn air limbeh domestik, 
antara lain klor dan kaparit~ 

Cukup, je]as. 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Hurufc 

Hurufb 

Ayat (2J 
Hurufa 

Pasaf 20 
Ayat (1) 

Ayat(3) 

Pasal.19 

Pasal18. 
Ayat (1) 

Ayat.f2} 

Hurufc 

Humfb 

.Pasa.117 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Hurufa· 



Cukup jeJaa. 

Yang dirnaksud dengan 9penyedotan. endapan 
·Iumpur tmja• yaitu penyedotan yang dilakukan 
seca.ra be:rkala untuk meogambil endapan lwnpur 
tinja dalatn septik tank dengan menggunakan 
mobil tanlci. tinjL 
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.Air lirnbab domestik terlebib dahulu disaring untuk 
menangkap ~ kemudian masuk ;ke dalam 
bak pe:nmgkap untuk menangkap·pasir dan Jemak 

Cukupjela& 

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa basil 
Jregiatan _yang terikut daJarn air limbah domestik:, 
antaraJain klor dan kaporit. 

Cukupjclas_ 

Cukup jelas, 

Cukup jeJas. 

Cukupjela& 

Cukup jelas. 

Cukup jelas.. 

Yang dimaksud dengan ·aspek •kondisi .lingkungan,, 
yaitu . lokasi tidak dapat .memperoleh :a:kses atas 
pe]ayanan dari jaringan pc:rpipaan aistem terpusat 
dan sistem setrmpet komunal, clan ·pengolahan air 
limbah domestik dengan sistem setempat individual 
dibangun dengan radius paling sedikit lOm 
(sepuluh meter).· dari lokasi sumber air bersih. 

Yang. dimaksud dengan -petnantauan• yaitu 
kegjatan W1tUk mengetalwi keandalan sistem 
setempat lmmunal <hlaknkan mehilui pemeriksaan 
kualitas air. 

Cukupjelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 26- 
Ayat [I] 

Ayat (2). 

Huruf.c 

Hurufb 

Pasa125 
Ayat{l) 

Ayat (2) 
Hurufa 

Pasal24 

Pasal23 

Pasal 22 

Ayat (2) 

Ayat(3} 

Ayat (3) 

Pasal21 
Ayat (1) 

Hurufe 
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-CUkup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup·jelas. 

Cukupjelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukupjelas . 

Cukupje}as. 

CUkupjela& 

Cukupjelas~ 

Cukupjela& 

Cukupjelas. 

Cukup jelas. 

CukupjeJas. 

Penyambunpn SR Jee IPAL Komunal dilakukan 
berdaurkan ketentuan yang berlaku- di' lokasi 
pembengunan IPAL komunal. 

Cukup jeJas. 

:CUJrup jelas. 

· Cukup jelas. 

·Cukup jelas, 

Cuk:up jelas. 

Cukup jelas. 

Cukupjelas. 

Yang dimaksud denpn "pemantauarr" yaitu 
kegiatan untuk mengetahui keandaJan sistem 
setempat indmdual dilakukan· melalui,··pemeriksaan 
kua1itas air. 

Pasal48 

Pasal47 

Pasal46 

Pasa145 

Pasal-44 

. Pasal43 

-·Pasal42. 

Pasa141 

Pasal40 

Pasal.39 

Pasal38 

Pasal37 

Ayat(3) 

Pasal36 

Pasa.135 
-Ayat(l) 

Ayat(2} 

Pasal34 

Pasal33 

Pasal32. 

Pasal'3l 

Pasa1·30 

Pesal29 

Ayat(2) 

Pasal.28 
Ayat_(l) 
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BA.TANG NOMOR KABUPATEN . . . LEMBARAN DAERAH TAMBAHAN 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup je]as. 

Pasal63 

Pasal.64 

Pasal 65 

Pasal 60 Cukup jelas. 

Pasal 61 Cukup jelas. 

Pasal62 Cukup jelas. 

Pasal 49 Cukup jelas. 

Pasal 50 Cukup jelas . 

. Pasal 51 Cukup jelas. 

Pasal 52 Cukup jelas. 

Pasal 53 Cukup jelas. 

Pasal 54 Cukup jelas. 

Pasal SS Cukup jelas. 

Pasal 56 Cukup jelas. 

Pasal 57 Cukup jelas, 

Pasal 58 CUkup jelas. 

Pasal 59 Cukupjelas. 
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